BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menghancurkan keselarasan dalam keutuhan rumah tangga. Lisa Fredmann, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan suami istri, di mana salah satu pihak baik suami atau istri dapat menjadi pelaku atau korban.[footnoteRef:1] Hal ini dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi korban (dalam hal ini istri), anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.  [1:  Amora Elmina Martha, Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.12. ] 

Negara Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KDRT. Pembentukan UU PKDRT didasarkan pada prinsip fundamental bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk KDRT. Asas-asas tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warganya.[footnoteRef:2]  [2:  Moerti Hadiati Soersono, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta:Sinar Grafika,2020), hal. 1. ] 

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Kekerasan yang dimaksud berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat 
 
dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan undang-undang yang ada. Dalam UU PKDRT terdapat sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yaitu hukuman penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana, yang mencakup dalam Pasal 44 hingga 49. 
Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaku tindakan kekerasan fisik meliputi semua jenis serangan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera, dengan tingkat keparahan akibat kekerasan tersebut diatur dalam 
Pasal 44 Ayat (1) hingga ayat (4) UU PKDRT, mencakup : 
Pasal 44 Ayat (1) 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” 
Pasal 44 Ayat (2) 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah).” 
Pasal 44 Ayat (3)   
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).” 
 
Pasal 44 Ayat (4)  
Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).[footnoteRef:3]  [3:  Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) UU PKDRT. 4Pasal 45 Ayat (1), (2) UU PKDRT. ] 

 
Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaku tindakan kekerasan psikis mencakup perlakuan yang merusak mental dan emosional korban, seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi yang disesuaikan dengan dampak dari tindakan terhadap korban diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) hingga ayat (2) UU PKDRT, mencakup : 
Pasal 45 Ayat (1) 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).” 
Pasal 45 Ayat (2) 
 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).4 
 
Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual merujuk pada pelaku yang memaksa hubungan seksual tanpa adanya persetujuan, serta segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap 
 
individu yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 46 hingga 
Pasal 48 UU PKDRT, mencakup : 
Pasal 46  
 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”[footnoteRef:4]  [4:  Pasal 46 UU PKDRT. 6Pasal 47 UU PKDRT. ] 

Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikitRp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).6 
 
Pasal 48 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[footnoteRef:5]  [5:  Pasal 48 UU PKDRT. ] 

 
Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan tindakan penelantaran dalam rumah tangga mencakup perilaku mengabaikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti nafkah atau perlindungan yang diberikan kepada individu yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, mencakup : 
 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).[footnoteRef:6]”  [6:  Pasal 49 huruf a dan b UU PKDRT. 9Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT. ] 

 
Selain sanksi pidana pokok penjara atau denda terdapat jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT, mencakup : 
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hakhak tertentu dari pelaku; 
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.9 
 
Penulis menemukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pidana tambahan UU PKDRT, meliputi:  
Tabel 1. 
Penelitian Terdahulu 
	No 
	Nama 
peneliti 
	Judul penelitian 
	Rumusan masalah 
penelitian 
	Hasil penelitian 

	1. 
	Novanda 
Aulia Rahma dhani 
	Tinjauan Yuridis 
Terhadap 
Penerapan 
Sanksi Pidana 
Tambahan 
Konseling bagi 
Pelaku Kekerasan dalam Rumah 
Tangga Ditinjau dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga 
	1. Apa faktor faktor yang menyebabkan hakim lebih menjatuhkan pidana 
penjara daripada mempertimbangkan pidana tambahan konseling bagi pelaku pidana KDRT? 
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan konseling bagi pelaku KDRT pada UU No.23 Tahun 2004? 
	Penelitian ini 
menemukan bahwa dalam penerapan hukum, di mana beberapa 
pelaku tidak mendapatkan 
konseling. Hal ini 
mengakibatkan sanksi tambahan tidak memberikan dampak yang diharapkan. 


 
	2. 
	Branadata 
Sembiring 
 
	Efektivitas 
Sanksi Pidana Tambahan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (Studi 
Kasus di 
Pengadilan 
Negeri 
Pontianak) 
	1. 
	Bagaimana seharusnya pengaturan sanksi pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan? 
	Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak cukup untuk meningkatkan penegakan hukuman atas KDRT, 
sehingga perlu adanya tindakan yang lebih efektif untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. 

	3. 
	Aroma 
Elmina 
Martha, Ria 
Hayuna 
 
	Konseling sebagai Sanksi Pidana 
Tambahan pada 
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga 
	1. 
2. 
	Mengapa hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan pidana tambahan berupa konseling sebagai Sanksi 
Pidana dalam KDRT? Bagaimana kebijakan aplikatif yang efektif ke depan dalam 
Penerapan Pidana 
Tambahan 
Konseling? 
	Penelitian ini menyoroti bahwa hakim belum menerapkan konseling karena konseling tidak dikenal dalam sistem peradilan. Kurangnya lembaga yang mapan untuk konseling dalam kerangka hukum, yang berkontribusi terhadap kurang dimanfaatkannya sanksi potensial ini.  


 
Pada penelitian ini yang akan diteliti khusus pada frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu” (selanjutnya disebut pembatasan gerak pelaku terhadap korban). Pengaturan pidana tambahan pasal 50 huruf a ini menjadi tumpang tindih (penggulangan) dengan pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 hingga pasal 49. Karena dalam praktiknya sudah ada sanksi dalam bentuk pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku dengan menjalani pidana penjara atau denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemanfaatan dan tujuan dari pidana tambahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait pasal 50 huruf a dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1) Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? 
2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT. 
2. Untuk mengetahui pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana KDRT. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada. Serta dapat memberikan kontribusi penelitian mengenai pengaturan Pasal 50 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat memberikan kemanfaatan dalam melindungi dan memulihkan keadaan korban KDRT. 

 	 
1 
 
2 
 
 	 	 
 	 	 	 
3 
 
